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BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

NOMOR S TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar
kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan Sisa Lebih Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam
Tahun Anggaran berjalan, maka perlu dilakukan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang
diagjukan merupakan perwujudan dari Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang
dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD
serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah
Daerah dengan DPRD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci
Tahun Anggaran 2024,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

11.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indinesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6177);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22,

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6883);
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan  Produk Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang pembentukan Produk Hukum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2,

Daerah adalah Kabupaten Kerinci.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi
kewenangan otonom.

Bupati adalah Bupati Kerinci.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD
Kabupaten Kerinci.

Perangkat Daerah adalah wunsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
kabupaten.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci yang selanjutnya
disebut APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Kerinci yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Kerinci dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengurangan yang akan diterima kembali, baik dalam tahun berkenaan
maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
semula sebesar Rp.1.206.340.839.923,- bertambah sebesar Rp.25.902.810.298,-
sehingga menjadi Rp.1.232.243.650.221,- dengan rincian sebagai berikut:

a.

Pendapatan Daerah

1. Semula : Rp. 1.206.340.839.923,-
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 25.902.810.298,-
Jumlah pendapatan daerah setelah : Rp. 1.232.243.650.221,-

perubahan



b. Belanja Daerah

‘1. Semula : Rp. 1.262.463.778.104,-
2. Bertambah/(berkurang) :  Rp. 35.063.215.597 .-
Jumlah belanja daerah setelah perubahan : Rp. 1.297.526.993.701,-

c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula : Rp. 59.122.938.181,-
b. Bertambah/(berkurang) : Rp. 9.160.405.299,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan : Rp. 68.283.343.480,-

Pembiayaan Daerah
2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula Rp. 3.000.000.000,-
b. Bertambah /(berkurang) : Rp. (0.00,-)
Jumlah pengeluaran pembiayaan : Rp: 3.000.000.000,-
daerah setelah perubahan :
Jumlah pembiayaan netto setelah 65.283.343.480,-
Perubahan
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah 0,00,-
perubahan
Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,bersumber
dari:
a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula : Rp. 35.061.271.585,-
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 1.591.051.746,-
Jumlah pendapatan asli daerah : Rp. 36.652.323.331,-

setelah perubahan

b. Pendapatan Transfer

1. Semula : Rp. 1.158.979.568.338,-

2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 20.262.864.502,-
Jumlah pendapatan transfer setelah : Rp. 1.179.242.432.840,-
perubahan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula : Rp. 12.300.000.000,-
2. Bertambah /(berkurang) : Rp. 4.048.894.050,-
Jumlah lain-lain pendapatan daerah : Rp. 16.348.894.050,-

yang sah setelah perubahan
Pasal 4
(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,
bersumber dari:
a. Pajak Daerah

1. Semula : Rp. 16.106.755.360,-
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. (2.318.755.360,-)
Jumlah pajak daerah setelah : Rp. 13.788.000.000,-
perubahan
b.Retribusi Daerah
1. Semula : Rpu 5.692.400.000,-
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. (906.000.000,-)
Jumlah retribusi daerah setelah : Rp. 4.786.400.000,-

perubahan



c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang dipisahkan
1. Semula : Rp. 9.262.116.225,-
2. Bertambah /(berkurang) : Rp. 665.807.106,-
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan : Rp. 9.927.923.331,-

daerah setelah perubahan
d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah
1. Semula : Rp. 4.000.000.000,-
2. Bertambah /(berkurang) : Rp. 4.150.000.000,-
Jumlah lain-lain pendapatan asli : Rp. 8.150.000.000,-

daerah yang Sah setelah perubahan

(2)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,
bersumber dari:
a. Transfer Pemerintah Pusat

1. Semula : Rp. 1.066.185.907.000,-
2. Bertambah /(berkurang) : Rp. 20.262.864.502,-
Jumlah transfer pemerintah pusat : Rp. 1.086.448.771.502,-

setelah perubahan

b. Transfer Antar Daerah

1. Semula : Rp. 92.793.661.338,-
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 0.00,-
Jumlah transfer antar daerah setelah : Rp. 92.793.661.338,-

perubahan perubahan

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
a. Pendapatan hibah

1. Semula : Rp. 3.600.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 0.00,-
Jumlah pendapatan hibah setelah : Rp. 3.600.000.000,-
perubahan
b. Dana darurat
1. Semula : Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) : Rp: 0,00
Jumlah dana darurat setelah : Rp:. 0,00
perubahan

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-

undangan

1. Semula : Rp. 8.700.000.000,-

2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 4.048.894.050,-
Jumlah pendapatan sesuai dengan : Rp. 12.748.894.050,-

ketentuan peraturan perundang-
undangan setelah perubahan
Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri
atas:
a. Belanja Operasi;

1. Semula : Rp. 795.265.426.756,-
2. Bertambah/(berkurang) y Rp. (3.903.178.408,91)
Jumlah belanja operasional setelah : Rp. 791.362.248.347,09
perubahan
b. Belanja Modal
1. Semula : Rp. 144.193.938.112,-
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 43.768.534.260,91
Jumlah belanja modal setelah : Rp. 187.962.472.372,91.

perubahan



(1)

(2)

Belanja Tidak Terduga
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja tidak terduga setelah

perubahan

Belanja Transfer

1. Semula

2. Bertambah /(berkurang)
Jumlah belanja transfer setelah
perubahan

14.700.000.000,-
(12.750.520.255,-)
1.949.479.745,-

308.304.413.236,-
7.948.380.000,-
316.252.793.236,-

Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri

atas:
a. Belanja Pegawai

1. Semula

2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja pegawai setelah
perubahan

b.Belanja Barang dan Jasa

1. Semula

2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja barang dan jasa
setelah perubahan

c. Belanja Bunga

1. Semula

2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja bunga setelah
perubahan

d. Belanja Subsidi

1. Semula

2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja subsidi setelah
perubahan

e. Belanja Hibah

1. Semula

2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja hibah setelah
perubahan

f. Belanja Bantuan Sosial
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja bantuan sosial setelah

perubahan

Rp.
Rp.
Rp.

510.779.159.501,-
(11.013.633.001,-)
499.765.526.500,-

247.969.807.255,-
7.518.352.927,09.
255.488.160.182,09.

0,00,-
0,00,-
0,00,-

230.000.000,-
(100.000.000,-)
130.000.000,-

36.286.460.000,-
(307.898.335,-)
35.978.561.665,-

00.000,-
00.000,-
00.000,-

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja modal tanah
setelah perubahan

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja modal peralatan dan

mesin setelah perubahan

2.816.380.900,-
(415.850.000,-)
2.400.530.900,-

17.997.232.083,-
8.408.546.849,91.
26.405.778.932,91.




c. Belanja modal bangunan dan
gedung.
1. Semula
2. Bertambah /(berkurang)
Jumlah belanja modal bangunan dan
gedung setelah perubahan

d. Belanja modal jalan, jaringan dan
irigasi
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja modal jalan, jaringan
dan irigasi setelah perubahan
e. Belanja modal aset tetap lainnya
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja modal aset tetap
lainnya setelah perubahan

f. Belanja modal aset lainnya
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja modal aset lainnya
setelah perubahan

49.039.043.410,-
4.306.669.864 -
53.345.713.274,-

72.181.195.719,-
30.933.296.047 .-
103.114.491.766,-

2.110.086.000,-
285.871.500,-
2.395.957.500,-

50.000.000,-
250.000.000,-
300.000.000,-

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri

atas belanja tidak terduga, yaitu:
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah lain belanja tidak terduga
setelah perubahan

14.700.000.000,-
(12.750.520.255,-)
1.949.479.745,-

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja tidak terduga setelah
perubahan

b. Belanja bantuan keuangan
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja bantuan keuangan
setelah perubahan

Pasal 7

Rp.
Rp.
Rp.

1.952.415.536,-
0.00,-
1.952.415.536,-

306.351.997.700,-
7.948.380.000,-
314.300.377.700,-

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan

b. Pengeluaran pembiayaan
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan

59.122.938.181,-
9.160.405.299,-
68.283.343.480,-

3.000.000.000,-
0.00,-
3.000.000.000,-



Pasal 8
(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri
atas:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran
tahun sebelumnya

1. Semula : Rp. 59.122.938.181,-
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 9.160.405.299,-
Jumlah sisa lebih perhitungan : Rp. 68.283.343.480,-
anggaran tahun sebelumnya setelah
perubahan
b. Pencairan dana cadangan
1. Semula :  Rp. 0,00,-
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 0,00,-
Jumlah pencairan dana cadangan :  Rp. 0,00,-

setelah perubahan

c. Hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan : Rp. 0,00,-
1. Semula :  Rp. 0,00,-
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 0,00,-

Jumlah lain belanja modal bangunan
dan gedung setelah perubahan

d. Penerimaan pinjaman daerah

1. Semula :  Rp. 0,00,-
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 0,00,-
Jumlah penerimaan pinjaman :  Rp. 0,00,-

daerah setelah perubahan

e. Penerimaan kembali pemberian
pinjaman daerah

1. Semula : Rp. 0,00,-
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 0,00,-
Jumlah penerimaan kembali . Rp. 0,00,-

pemberian setelah perubahan

f. Penerimaan pembiayaan lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

1. Semula : Rp. 0,00,-
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 0,00,-
Jumlah pembiayaan lainnya sesuai : Rp. 0,00,-

dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan setelah

perubahan
(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri
atas:
a. Pembentukan dana cadangan
1. Semula :  Rp. 0,00,-
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 0,00,-
Jumlah pembentukan dana . Rp. 0,00,-

cadangan setelah perubahan

b. Penyertaan modal daerah

1. Semula : Rp. 3.000.000.000,-
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 0.00,-
Jumlah penyertaan modal daerah : Rp. 3.000.000.000,-

setelah perubahan



c. Pembayaran cicilan pokok utang

yang jatuh tempo : Rp. 0,00,-
. 1. Semula : Bp: 0,00,-
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 0,00,-

Jumlah pembayaran cicilan pokok
utang yang jatuh tempo setelah

perubahan
d. Pemberian pinjaman daerah
1. Semula ¢ Rp. 0,00,-
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 0,00,-
Jumlah pemberian pinjaman daerah : Rp. 0,00,-

setelah perubahan

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan : Rp. 0,00,-
1. Semula : Rp. 0,00,-
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 0,00,-

Jumlah pengeluaran pembiayaan
lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
setelah perubahan

Pasal 9
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan
Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan
dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kerinci Tahun Anggaran 2024.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau
masyarakat.

Pasal 10
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran Il : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran IIl : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;



4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan
’ Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta
Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;

5. Lampiran V  : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan
Perubahan APBD;

8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan
Perubahan APBD;

9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi
dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;

Pasal 11
Bupati Kerinci menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran
2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah Kerinci tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 4 okToBER 2024

Pj. BUPATI KERINCI,

e

Diundangkan di Siulak
pada tanggal ¢ oyropét 2024

SEKRE lis' DAERAH KERINCI,
e 4

AINAL EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024 NOMOR :
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI : /2024.
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